
BI'PATI PI'RWORE'O
PROVII| SI JAWA TEI| GIIII

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KER.'A DINAS PERUMA}IAN RAKYAT,

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PURWORE.'O

DENGAN RAHMAT TUTIAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORE.'O,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1O
Peratura-n Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2O2l tentang Pembentukan dar Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten h-rrworejo, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas darl Fungsi, serta Tata
Ke{a Dinas Perumahal Ralgat, Kawasan Permukiman
dan Pertarahan Kabupaten Purworejo;

Mengingat

PERATURAN BUPATI PURWORF^'O
NOMOR !6TAHUN 2'27

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undaag Nomor 13 Tahun 1950 tentarg
Pembentulen Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 195O Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 23 Ta_hun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahal
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5Sg7),
sebagaima-na tetah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Cipta Ke{a (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahal
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
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Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daeral (Iembara-n Negara
Republik Indonesia Talun 2016 Nomor 114,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), s€bagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(I€mbarar Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi darr
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
PeraDgkat Daerai Kabupaten Purworejo (I€mbaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor
4, Tambaltarl l€mbaran Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 4);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KER.IA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN
PURWORE.'O.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peratural Bupati ini, yang dimalsud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraa:r

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dal Diwan
Umsan

Perwakilan

3

Rakyat Daerah menurut asas otonomi daII tugas pembaltuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam siJtem 

-dan prinsip
Negara Kesatuar Republik lndonesia sebagaimana dimaksud da.lam
Undarg-Undang Dasar Negara Repubtik Indonesia Tahun 194S.
Pemerintah Daeral adalah Bupati sebagai unsur penyelenggar-a
Pemerintahan Daerah yalg memimpi-i pelatsariaari Uffsan
Pemerintalan yang menjadi kewenargan Daerah otonom.
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4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Perumahan Raklrat, Kawasan Permukiman dan Pertarahan,

yang selanjutnya disingkat DINPERKIMTAN adalah Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukimar dan Pertanahar
Kabupaten Purworejo,

6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan, yang selarjutnya disebut Kepala DINPERKIMTAN,
adalah Kepala Dinas Perumaha:r Ra]iryat, Kawasan Permukiman
darr Pertarahan Kabupaten Purworejo.

7. Sekretariat adalah Sekretariat pada DINPERKIMTAN.
8. Sekretaris DINPERKIMTAN yang seLanjutnya disebut Sekretaris,

adalah Sekretaris Dinas Perurna-han Rakyat, Kawasan Permukimal
dan Pertanahan lGbupaten Purworejo.

9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DINPERKIMTAN.
1O. Kepala Subbagiarl adalah Kepala Subbagian pada DINPERKIMTAN.
11. Subkoordinator adalah pejabat fungsiona.t a.t.li muda yang diberikar

tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatal sesuai
bidang tugasnya dalam suatu satuar keda sebagaimana diatur
da.lam peraturan perundang-undangan tent€ng organisasi dan tata
kerja instansi.

12. Unit Pelaksara Teknis ya.ng selanjutnya disingkat UPT adalah unit
kerja pada DINPERKIMTAN yang melaksanalan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan telmis penunjaag tertentu pada
Dinas.

13. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selaajutnya disebut Kepala Upf
adalah kepala unit keda pada DINPERKIMTAN yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang
tertentu pada Dinas.

14. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Pemerintah dengan Perjarjian Keda yang beke4a pada
instal'rsi pemerintah.

15. Jabatar Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsidan tugas berkaitan dengar pelayanan fun[sional yang
berd.asarkan pada keal ian darr keterampilan tertennr.

16. Pejabat, Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Initansi pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Keduduka:r

Pasal 2

(')Pii:iX##It["HIi*ffi 
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(2) DINPERKIMTAN dipimpin oleh Kepa]a DINPERKIMTAN.
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Bagian Kedua
T\rgas

Pasal 3

DINPERKIMTAN mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman serta Pertanahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalarn meLaksarrakar tugas sebagafunara dimaksud da.lam Pasal 3,
DINPERKIMTAN menyelenggarakal fungsi:
a. perumusan kebijakar teknis bidang Pengembangan Perumahan

Ralgrat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengembalgan Perumahan

Ralgrat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
c. pelal(sanaan evaluasi dan pelaporart bidalg Pengembaagan

Perumala-n Rakyat, Kawasar Permukimar dan Pertanahan;
d. peta-ksanaan, pembinaal administrasi dan kesekretariatan kepada

seluruh r:nit orgarisasi di lingkungan DINPERKIMTAN;dan
e. pelaksanaan fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas daJl fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

passl s

(1) Susunan Organisasi DINPERKIMTAN, terdiri atas:
a. KopaIaDINPERKIMTAN;
b. Sekretariat;
b. Bidang Pengembargan Perumahar RakJrat;
c. Bidang Kawasa-n Permukiman;
c. Bidang Pertanahan;
d. UPI;da-n
d. Jabatan FUngsional.
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(21 Bagarr organisasi DINPERKTMTAN sebagaimana dirnal<sud pada
ayat (1) tercantum dalam l^arnpiran yang merupakan bagiar tidal<
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kepala DINPERKIMTAN sebagaimana dimal<sud dalam pasal S Ayat (1)

!yII_3 Tggp*V"i tugas memimpin pelaksanaa:: tugas dan 
-fungsl

DINPERKIMTAN sebagaimana dimaksud dalan pasal 3 dar pasal 4.

Bagian Kedua
Kepala DINPERKIMTAN

Pasal 6

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

pasa_l 8

Sekretariat sebagaimara dimaksud pada pasal 7 ayat (1) mempunyaitugas melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan. perumusankebijalar teknis darl menyelenggarakan t g"" Uia"rg, "..tmemberikan dukungan admirdstrasi pada seluruh unit orgiisasi di
lingkungan DINPERKIMTAN.

pasal 9

(1) Sekretsriat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala DINPERKIMTAN.

(U Sekrctariat, membawah kan:
a. Subbagiar perencanaar dan Keuangan; danb. Subbagian Umum dan Kepegawaiaal

Dalam melaksanalan n:gas sebagaimana dimaksud dalam pasal g,
Sekretariat menyelenggarakan fu ngii:
a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;b. pengoordinasial penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;c. pengoordinasian penyelenggaraan petayanai aan perigenaalian
. adrninistrasi bidang perencanaar dan keuangan;d ryne.ogrdinlsjan pe nye lenggaraa:r pelayanL dan penqendaliar

aqrrunlstrasl btdang umum dan kepegawaian;. ryl+:93- tugas kedinasar lain- yang aiU.it", oleh KepalaDINPERKIMTAN sesuai dengar tugas darr iungsi.
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(2) Subbagian sebagaimana dima_ksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorarg Kepala Subbagial yarg berada di bawah dan bertarggung
jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan dal Keuangal mempunyai tugas melakukan
penlaapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijata.n teknis,
pelayanan dal pengendalian administrasi bidang perencanaan da-n
keuangan yang meliputi :

a. menyelenggarakan perencanaran, penganggaran dan evaluasi
kinerja;

b. menJrusun perjanjian kinerja;
c. menyelenggarakan administrasi keuangan;
d. menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah;dan
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 11

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perurnusan dan peLaksanaan kebijakan teknis,
pelayarar dan pengendalian admiDistrasi bidang umum dan
kepegawaian, yang meliputi :

a. menyelenggarakan administrasi baralg rnilit daerah;
b. menyelenggarakan administrasi umum;
c. menyelenggarakan pengadaan baralg milik daerah;
d, menyediakal jasa penunjang urusa.n;
e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;dan
g. melaksanakan tugas kedinasaa lain yarg diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat
Bidang Pengernbangan Perumahan Ralryat

Pasal 13

(1) Bidang Pengembangaa Perumahar Ralryat berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPERKIMTAN.

(2) !iq*C Pengembangan Perumahan Rakyat dipimpin oteh Kepala
Bidarlg.

Pasal 14

Bida-ng Pengembangan Perumahan Ra\rat sebagaimala dimaksudpada pasa.l_ 13 ayat (1) mempunyai tugas;enyiapkan bahan
perumusan kebijakal teknis, melalsanakan ioordinasi, membina dan
mengendalikal pelaksanaan tugas bidang peogembangan perumahan
rarq/ar serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum.
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Pasal 15

Dalam melaksanalan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14,
Bidang Pengembangan Perumahal Ra.tqrat menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakaa teknis, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengembangan perumahan
ralryat;

b. penyiapa:r perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
pengendalian pelaksalaan tugas bidang penyelenggaraan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (pSUl; dar

c. pelaksaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DINPERKIMTAN sesuai dengan tugas dar fungsi.

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Bidang Pengembargan perumahar Ralryat,
sebagaimana dirnaksud dalam pasa.l 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas
Jabatan Fungsional.

(2) Jabatar F\ngsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Pengembargan perumalan nakyit, melalui
penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup
tugasnya dan bertanggung jawab kepada fepali alaang
Pengembangan Perumahan Ralq/at.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Pengembalgan pen-rmahan Rakyat; dan
b. Subkoordinator Penyelenggaraan prasarana, Sarara dan Utilitas

Umum (PSU).

(4) Subkoo.dinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsional dengal jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasika! pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatar sesuai dengar tugas masing-masing.

pasal 17

Subkoordinator Pengembangal perumahan Ra.lvat mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksa_nal<an kebijakan teknis
serta melakuka:t pembinaan di bidang pengembangan- perumahan
Ral$/at, yang meliputi:
a. melaksairakan pendatsan penyediaan dan rehabilitasi rumah

korban bencana atau relokasi program daerah, yarg meliputi :
1. mengindentifikasi perumahan di lokasi riwan bencana atau

terkena relokasi program daerah;
2. mengidentifrkasi lahanlahan potensial sebagai lokasi relokasi

perumahan;
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3. mengumpulkan data rumah korban bencala kejadian
sebelumnya yang belum tertangari;

4. melakukan pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana;
5. melakukal pendataan dal verilikasi penerimaan rumah bagi

korbal bencala alarn atau terkena relokasi prog'am daerah;dal
6. melakukan pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah

susun dan rumah khusus.
b. melaksanal<an sosia-lisasi dal persiapan penyediaan dan

rehabilitasi rumah korban bcncana atau relokasi program daerah,
yang meliputi :

1. mensosialisasikan sta:rdard teknis penyediaan dan rehabilitasi
rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana;

2. mensosialisasikan tentarg mekanisme penggantian hak atas
tanah dan bargunan;

3. mensosialisasikan pengemba-ngan perumahan baru da-n
mekanisme akses perumahan KPR-FLPP;

4. membentuk dan melatih tim satgas, tim pendamping dan
fasilitator;

5. melaksanakan rembug warga unh-rk menentukan calon penerima
rumah bagi korban bencana;dan

6. melakukal koordinasi untuk menyepal<ati penerima atau jenis
pelayanan.

c. melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban
bencana atau relokasi program daerah, meliputi :

1. merehabilitasi rumah bagi korban bencana;
2. menjrusun site plan dan/atau detail engineering desiqn (DED)

bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
3. melakukan pengadaal Lahan untuk pembangunan rumah bagi

korbal bencana;
4. melakukal pembangunan rumah bagi korban bencana;
5. meLakukan pembangunan rumah khusus beserta prasarana,

sarana da.Il utilitas umum bagi korban bencala atau relokasi
program daerah;dan

6. melakukan operasional dan pemeliharaan lingkungan
perumaharr pada relokasi program daerah.

d. melalsanakan pendistribusian dal serah terima rumah bagi
korbar bencana atau relokasi program daerah, meliputi :

1. melaksanakan pembagian ruman bagi korban bencana daerah
atau relokasi program daerah;dar

2. melakukan penatausahaan serah terima rumah bagi korban
bencana daerah atau relokasi prograD daerah.

e. melaksalakal pembinaan pengeloLaan rumah susun umum
dan/atau rumah khusus, meliputi :

l.memfasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni
rumah susun;dan

2. melakukal penatausa-haan pemanfaatan rumah susun umum
dart/ atau rumah khusus.

f. melaksanakan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan
perumahan, meliputi :

1. memfasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin
pembangunan darl pengembangal perumahan terintegrasi secara
elektronik;
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2. melakukal penguatal dan pembinaa! kepada BLU/BUMD
untuk penyelenggaraan rumah sederhana;

3,mengoordinasi dal mensikronisasi pengendalian pembangunal
dan pengembangan prerumahan;dan

4.mengoordinasi darl mensinkronisasi Kerjasama pemerintah
Daerah Dengan Badan Usaha (KPDBU) perumahan
umum/rumah susun umum.

g. melaksanakar penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung
(SKGB) dengan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan Sertifikat
Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB);dan

h. melaksa.nakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pengembangal Perumalnn Ral<yat sesuai dengan tugas
jabatanlya.

Pasal 18

Subkoordinator Penyelenggaraan PSU mempunyai tugas menlapkan
bahan perumusal dan melaksanakar kebijal<arl teknis serta
melakukan pembinaan bidang Penyelenggaraal prasarana, Sarana,
dan Utilitas Umum, yarg meliputi:
a. melaksana-kal urusan penyelenggaraan prasarana, Sarana dan

Utilitas Umurn perumahan, meliputi :

1. merencanakan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Perurnahan;

2. menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum di
perumahan untuk menunjang fungsi hunian;dan

3. mengoordinasi dal mensinkronisasi dalam rangka penyediaan
prasarana, sarana, dan utlitas umum perumahan.

b. menyelenggarakar sertifikasi daIl registrasi bagi orang atau badan
hukum yang melaksanakan F,erancang l dan perencanaan rumah
serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum pSU
tingkat kemampuan kecil dengan melakukan koordinasi dan
sinkronieasi penerbitan sertihkasi dan registrasi p€ngembalg
perumaha-n dengal kuatifikasi kecil;

c. mengoordinasikan proses penyerahal prasarana, saraJra dan
utilitas permahaIl dan permukimar yang dibangun oleh
pengembang; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yalg diberikan oleh Kepala
Bidang Pengembangan Perumahan Ralg.at sesuai dengar tugas
jabatarnya,

Bagian Kelima
Bidang Kawasal Pe rmukiman

Pasal 19

(1) Bidang Kawasan Permukimal berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala DINPERIflMTAN.
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Bidang Kawasan Permukiman sebagatnana dimaksud pada Dasal 19ayat (1) mempr-myai tugas memp-unyai tugas menyiapka; ba}ran
perumusan_ kebijakan teklis, metaksan-akan tioordinasi, ri.rembina danmengendallkan pelaksanaan tugas bidang peningkatsn kawasan
permukrman dan pencegahar kawasan kumuh.

(2) Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang

Pasal 20

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimara dimaksud dalam pasal 20Bidalg Kawasan Permukiman fungsi:a. penyiapar perumusal kebijakan , koordinasi, pembinaan dal
pengendalian pelaksanaan tugas bidang peningliatan kawasanpermukiman;

b. f,enyiapan. pe rumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan danpengendalian pelal<sarraan tugas bidalg pencegitral kawasan
kumuh;dal

". p9l+!g_reel,- gBas kedinasan lain yarrg diberikan oleh Kepata
DINPERKIMTAN sesuai dengan tugas dan iungsi.

Pasal 22

(1) Susunan_ Organisasi Bidang lGwasan permukiman, sebasaimana
drmaksud dalam Pasa.l 5 ayat (l) huruf d, terdiri atas Jabatan
Fungsional.

(2) Jabatar F\tngsional sebagaimana dimaksud pada ayat (t), dalam
melaKsarnakan tugas dan fungsi koordinasi serta penqelotaan
keglatan _Bidarg Kawasan Permukiman, melalui penetapan-sebagai
Subkoordinator sesuai dengan ruarig lingku'p tueiinva d-an
bertanggung jawab kepada Kelala Bidan; Kaw;sa; p;rfrriid1nan.

(3) Subkoordinator pada ayat [2] terdiri dari:a. Subkoordinator Peningkatan Kawasar permukiman;dan
b. Subkoordinator Pencegalan Kawasar Kumuh.

(a) :u!5oor_dinato.r sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diiabat oleh
Pejabat Fungsional dengan jenjang se kurbng_ar-ianlrla "afri; muaaarau petaksana semor yang ditunjuk dengan diberikan tugastambahan mengoordinasikan pelaksanaarr tugas dan penselola"an
kegiatan sesuai dengan tugas riasing masing.

pas€l 23

Subkoordinator,Peningkatan Kawasar permukiman mempunyai tugasmenJnapkan. baharl perumusan dan melaksanakan kebilakjn tekiisserta 
. 
melakukan pembinaan di bidang peningkaGii K]*."..rernuKtman, yang meliputi:a. mefaksanakan prenelbitan,. izin. pembangunan dan pengembangan

Kawasan permukrman, meliputi :
1. memlasilitasi pemenuhan komitmen penerbitar vinpemDangunan d.! pengembangan kawas-a:r permukiman

tenntegftrsi secara elektronik;
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2. merrlrusun dar/atau rcuiew serra.leglslasi rencala pembangunal
da-n pengembangan kawasan permukiman dan- permukirnarr
kumuh;dan

3. mengooordinasi dan mensinkronisasi pengendalian
pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan
pcrmukiman kumuh.

b. melaksanakan penataan darr peningkatan kualitas kawasa_n
permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha,
meliputi :
l. melakukan survei dan penetapan lokasi perumahan dan

permukiman kumuh;
2. menjrusun rencana pencegahan dan peningkatan kualitas

perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
3. membentuk/membina kelompok swadaya masyaral<at di

permukimal kumuh;
4. melakukan penyadaran publik pencegahan tumbuh dan

berkembangnya permukiman kumuh;
5.mengoordinasi dan mensinkronisasi pengendalian penataan

pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh;
6. melaksanaka-n prembagian rumah bagi masyarakat terdampak

program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh.
7. melakukan p€natausahaan serah terima rulnai bagi masyaiakat

terdampak progrErm pemugaraa/peremajaal permirkiman
kumuh;dan

8. rrrenyusttn/reuieu/ legislasi kebiiakan bidang PKP.c. melaksanakan Feningkatar kualitas kawasan permukiman kumuh
dengan luas di bawah lO (sepuJuh) Ha, meliputi :

1. menlrusun _rencana . 
tapak (site planl dal] Detail Enaineering

Desrrn (DED) pe remajaah/ pemugaraa iermukima-n kumrih;
2. melakukan perbaikar rumah tidal layak huni;
3. melakukan kerja sama perbaikar rumah tidal< layak huni beserta

prasarana, sarana, dan utititas umum (PSU);
4. mengoordinasi dan mensinkronisasi pengendalian

penyelengganaan pemugaran/peremajaan permukirna:r lirmuh;
5. memberi. bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi

masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman
kumuh;

6. melalsanakan _ pembangunan pemugaran/peremajaar
perrnuKrman kumuh;dan

7. mendata dan memverifikasi penyelenggaraan kawasan
permukimar kumuh.

d. melaksanakal tugas kedinasan lain yang diberikan oteh Kepala
Fidang Pengembanga-n Perumahan Riitcyit sesuai dengan higasjabatannya.

Pasal 24

Subkoordinator - Pencegahan Kawasan Kumuh mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dart melaksanakan teUiialian tet<iis
serta melakukal pembinaan di bidang pencegahan Kawasart Kumuh,
yang meliputi:
a. melaksalakan pencegahal perumahan dan kawason permukiman

kumuh. pada daeralr kabupaien, yang meliputi :
1. melakukan perbaikan rumah tidali layali huni untuk pencegahan

tglhadqp tumbuh dan berkembanlnya permukim'an tiimuh
diluar kawasan permukiman kumuh;- -
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2. melakukal keda sama perbaika-n rumall tidak layak huni beserta
prasarrana, sarana, dan utilitas umum diluar kawasan
permukiman kurnuh; daII

3. metakukal pemberiaa bantuaIl uang sewa rumah tinggal
sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan
permrrkiman kumuh;

b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengendalial
penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh.

c. melal{sanakan tugas kedinasan tain yang diberikan oleh Kepa.la
Bidang Pengembangan Perumahan Ra.tqrat sesuai dengan tugas
jabatannya.

Bagian Keenam
Bidang Pertanahan

Pasal 25

(1) Bidang Pertarahan berkedudukan di bawah dan bertarggung jawab
kepada Kepala DINPERKIMTAN.

(2) Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Pertarahan sebagaimara dimalsud pada pasal 25 ayat (1)
mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan bahar perumusan
kebijakal teknis, melaksalakal koordinasi, membina dan
mengendalikan pelaksaraan tugas bidang penatausahaan pertanahan
dan sengketa pertanahan.

Pasal2T

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
Bidang Pertanahar menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaaa da.Ir

pengendalian pelaksanaan tugas bidang penatausahaan
pertaraharl;

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordirasi, pembinaan da-n
pengendalial pelaksanaar tugas bidang sengketa pertana-han;daa

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DINPERKIMTAN sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 28

(1) Susunan Orgaaisasi Bidang Pertanahan, sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatar Bidang Pertanahan, melalui penetapan sebagai
Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanehan.
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(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdti dari:
a. Subkoordinator Penatausahaan Pertanahan; dan
b. Subkoordinator Sengketa Pertanahan,

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dijabat oteh
pejabat fungsional dengan jenjang sekuralg-kurangnya ahli muda
atau p€laksana senior ya-ng ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Subkoordinator Penatausahaan Pertanahan mempunyai tugas
menyiapkan balran perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis
serta melakukan pembinaal bidang penatausahaan pertanahan, yarg
meliputi:
a. melaksanakan pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah

kabupaten, berupa melakukan koordinasi dan sinkronisasi
p€mberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha;

b. melaksanakan penerbitan izin membuka tanah, meliputi :

1. melakukar koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka
tanah;dan

2. melakukaa koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan
daerah;

c. melaksaaalal penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu
daerab kabupaten, meliputi :

1. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan
tanah;

2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi nilai tanah kewenangan
daerah;dan

3. melakukan koordinasi dan sinkroniasi pelaksanaan konsolidasi
talah daerah.

d. melaksanakan penyelesaian masalah tanah kosong berupa
metakukar koordinasi dan sinkmnisasi penyelesaial tanah kosong;

e. melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tarah kosong,
meliputi :

1. melaksanakan inventarisasi tanah kosong;dan
2. mela-ksarakan pengendalian pemanfaatal tanah kosong;

f. melal<sanakan tugas kedinasar lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pertanahar sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 30

Subkoordinator Sengketa Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan
bahaa perumusan darl melalsanakan kebija}an teknis serta
melakukal pembinaan bidang Sengketa Pertanahan, yang meliputi:
a. melaksanakan penyelesaial sengketa tarah garapan dalam I (satu)

Daerah lbbupate n, meliputi :

1. meLakuka.n inventarisasi sengketa, konflik, dan perkaran
pertanahar dalam 1 (satu) daerah kabupaten;dan

2. melakukan rnediasi penyelesaian sengketa tanah gar.apafl dalam
1 (satu) daerah U.OrO^,... 
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b. meLaksalakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan
tanah untuk pembargunan oleh pemerintah daerah kabupaten,
meliputi :

1. menetapkan daftar masyarakat p€nerima santunan tanah dalam
1 (satu) daerah Kabupaten;dan

2. melakukan koordinasi dart sinlcronisasi penyelesaian masalah
ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh
pemerintal daerah Kabupaten.

c. melaksanakan penetapan subjek dan objek redistribusi tarah serta
ganti kerugiaa tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
dalam 1 (satu) daerah kabupaten, metiputi :

1. menginventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah;
2. menginventarisasi dan rekomendasi objek redistribusi tanah;
3. melakukan koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah objck

reform agrarian dalam I (satu) Kabupaten;dan
4. meLakukan koordinasi dal sinkronisasi penataan akses dalam

pemanfaatar redistribusi tanah ddam 1 (satu) kabupaten.
d. melaksanakan penetapan ganti kerugian tarah kelebihan

maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota
dalam I (satu) daerah kabupaten, meliputi :

1. menginventarisasi tanah kelebihan maksimum dan tanah
qbsentee da)am 1 (satu) daerah Kabupaten; dan

2. melakukan koordinasi penetapan ganti kerugian talah ketebihan
maksimum darl tanah absentee dalam I (satu) daerah
kabupaten.

e. melaksanakal tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidarg Pertanahan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketujuh
UPT

Pasal 31

(1) Untuk melaksalakan tugas teknis operasional dan/atau tugas
teknis penunjang tertentu di lingkungan Diras dapat dibentuk UPI.

(2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh
Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggundawab kepada
Kepala DINPERKIMTAN.

Pasal 32

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Orgarisasi, T\rgas da-n Fungsi,
Serta Tata Keia UPT sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 31 ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional

Pasal 33

(1) Pejabat F\ngsional berkedudukan sebagai pelaksara teknis
tungsional pada DINPERKIMTAN.
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(2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara Langsung
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratarna, Pejabat Administrator,
atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaital dengan
pelaksanaar tugas Jabatan Fungsiona.l.

(3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimara dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dalarn peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan
fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja
dilaksanal<an sesuai ketentuan peraturan perundarg-undangan.

(4) Jenis dan jenjarg Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturar perundang-undangaa.

(5) Pembinaan terhadap Pejabat F\rngsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukal sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB IV

TATA KER.'A

Pasal 34

Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagiar,
Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional dalam
melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundalg-undangaa
dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional dalam
melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang
meliputi perencaraan, peogorganisasian, prelaksanaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidarg tugas masing-masing.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UpT dan
Jabatar Furtgional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi da_n
sinkronisasi sevala vertical maupun horizontal bail ke dalam mauoun
antar satuan orgalisasi dalam lingkungal Pemerintah Daerah serta
insransi Lain sesuai dengan rugas rnasing-masing.
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(1) Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidarg, Kepala
Subbagian, Subkoordinator, dan Kepala UPT bertanggunB jawab
dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

(2) Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPf dan Jabatan Fungsional
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab
pada atasan masing-masing serta menyampaikal laporan tepat
waktu.

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporar dapat disampaikan kepada unit kerja/satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungal keda.

Pasa.l 37

4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DINPERKIMTAN,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, da-n
Kepala UPf dari bawahan dapat diolah dan diprergunakan sebagai
balan pen5msunan laporan lebih lanjut dan dfjadikan bahan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepa-la UPT dan Jabatar F\rngsional diangkat dan
diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undargan.

Pasal 40

(1) DINPERKIMTAN wajib menlrusun kebutuhan jumlah dan jenis
jabatar aparatur sipil negara berdasarkan alralisis jabatar dan
alalisis beban kerja.

(2) Pen5msunan kebutuhal jumlal dan jenis jabatan aparatur sipil
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci Fer I (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan.
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BAB VI

KETET,ITUAN PENUTUP

Pasal 4l

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukar, Susunan
Organisasi, Ttrgas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan
Ralqrat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo (Berita
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2O21 Nomor 60 Seri D Nomor 7),
dicabut dan dinyatakan tidak bertaku.

Pasal 42

Peraturar Bupati ini mulai berlaku pada tanggal L JarLruai 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengaa penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

I
Ditetapkan di : Purworejo
pada talggal :2,1 S.pl..La! 2a2,
BUPATI PURWORE.'O,.
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BAGAIT OR,GAITISASI
DIITAS PERUUAIIAN RAI(YAT,
PER UIIIUAIT DAIT PERTAITAIIAIT
KABI'PATEIV PURWORF^'O

T.AMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR|TSTAHUN a'2I
TENTANG
KEDUDUXAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMA}IAN RAKTAT,
PERMUKIMAN DAN PERTANA}IAN KABUPATEN PURWORE.IO

KEPAI.A
DINPERKIMTAN

SEKRETARIAT

JABATAN
FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

BIDANG
PENGEMBANGAN

PERUMAHAN RAKYAT

BIDANG
KAWASAN

PERMUKIMAN

JABATAN
FUNGSIONAL

JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
PERTANAHAN

JABATAN
FUNGSIONAL

UPT
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